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ABSTRAK

Skrips! i menggambarkan hasil penelilian mengenal lingkat pemahaman
Wafit Pajak mengenal peratiuran pelaksanzan Pajak Bumi dan Bangunar
terfadan kepatulan Wail Pajak o) Kecamatan Guguk. Pemahaman Waph Pajak
terhadan pajak merupakan salah saly faktor dari barvak faklor lainnya vang
mempengaruhl  kepatuban  Wajib  Pajak. Wafibh Pajak yveng mempunyai
pemahaman linggiposifif mengenal peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan
dangunan dkan memenuhl kewaiban perpajakannya sesual dengan perafuran
yang beraku dan wajib pajak yang mempunyal pemaharman yang rendahy negakif
cenderung untuk idak melaksanakan kewsiiban perpajakannya atau tdak patuh,

Fopuias! yang digunakan penuiis adalat;y Waylk Paiak orang pribadi yvang
bedokast di Kecamatan Guguk. Adapun Sampel yang digunakan adalah 82 Wajit
Fajak crang pribadi. Pemahaman Wajl Pajak mengenai perafuran pelaksanaan
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan vanabe! independen vaneg akan oiuff
pengaruhinya ferhadap kepatuhan Waph Pajak yang dalam penelitian ind sebagal
vanabel dependennys. Pengolahan data dilakokan dengan menggunakan
program kompoter statishcal product and senvice solulion (SPS55) 150 Model
vang digunakan adalah analisi regresi inear sederhana

Dari analisis hasi peneliian disimputkan bahwa masyarakal Kecamalan
Guguk lergolong paham mengena: peraturan pelaksanaan Paigk Bumi an
Bangurnan dan vansbel pemahaman Wajih Pajak mengenali peraturan
pelsksanasn Pafak Bumi dan Bangunan mempumyal pengaruh yvang positif
terhadap kepatufan Wajih Pajak, Dengan demikian terbukdi bahwa pemataman
Wajih Pajak mengenai peraturan pelsksanaan Pajak Bomi dan Bangunan
memiliki pangaruly yang positif terhaoap kepatuhan Wajib Pajak

Kata kunci: kepaluban waib pajak. pemahaman wajih pajak.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garis-garis - besar  haluan pepars (GBHN) menvatakan  bahwa tujuan
Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk mewnjudkan suatu masyarakat yang
adil dan makmur, karcna it diperlukan dana vang sangat besar untuk mewnjudkan
tujuan tersebut, Salah satu sumber dana yvang digunakan yaita berasal dari pajak vang
diterima dari masyarakal.

Pajuk didefenisikan sebagai ivran rakval kepada kas nepsr berdasarkan
Undang-Undang tanpa mendapatkan balas jasa lanpsung dan digumakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah - dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan
urmnum. Dari defenisi tersebut tergambar bahwa salah satu funpsi pajak vai sehagai
sumber penerimaan negara (ungsi budaetair).

Penerimaan dari sekior pajak merupakan salah sat andalan utama hagi
pemerintzh Indonesia disamping penerimaan dari sektor-sektor Jainnva. Oleh karens
iu, pemerintah melakukan penvempurnaan terhadap  kebijakan dan aturan dibidang
perpajakan agar penerimaan negara dari sekior pajak ini dapal ditingkatkan. Hal inj
sesuai dengan GBHMN 1983 vang menvatakan bahwa peraturan-peraturan di bidang
perpajakan harus disempumakan dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan
ekanomi masyarakat Indonesia sehingpa mempermudah pemungutan pajak wersebut,

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBR),

PBE merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanasn
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pemungutan dan penerimaannya  disershkan kepada pemerintab daerah masing-
masing sesuai dengan letak objek tersebut. Dalam hal ini akan melibatken Dinas

Pendapatan Daerah. Kantor Camat dan instansi pemerintah lainnyva.

Penyederhanaan sistem perpajakan vang berkaitan dengan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah dengan  diberlakukannys UL No 12 ahun 1994,
Penyederhanaan yang  meliputi bermacam-macam  pungutan atss tanzh  dan
Bangunan, tarif pajak. dan tata cara pembayarannya diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,

Untuk  mewujudkan hal tersebut  diperlukan  adanva  pengetahuan dan
pemahaman vang memadai dari masyarakat sebagai wajib pajak terhadap peraturan
pelaksanaan PER yang herlaku, karena selama ini sistem pemungutan PBB dilakukar
dengan cara OMicial Assessment Swstem, yaitu  memberi wewenang  kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak vang terutang harus dibayar
oleh wajib pajak. Schingga, penggunaan Official Assessment System mengakibatkan
kurangnya pemahaman wajib pajak tentang persturan pelakssnaan PBB karens
masyarakul hanya bisa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan
berkewajiban membayarnya. Dalam pelaksanaanya hal ini dapat memicu timbulnya
konflik antara fiskus dengan wajib pajak, (Juita. 2008) disntaranyva disebabkan oleh;

a. Ohjek Pajak Bumi dan Bangunan  adalah suale benda vang nvata mudah
diidentifikasi,  sehingga  wajib  pajak  akan  dengan  mudah  dapat

membandingkan  besamya  ketepatan  pajak atas  objek  vang  dimiliki

dikuasainya dengan ahjek pajzk lain,
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan vang telah diuraikan pada bab [V, maka

dapat digmbil kesimpulan sebapai berikut:

Fuktor pengetabuan/pemahaman wajib pajak merupakan salsh saty Fakior
utarme dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannva.
Pemahaman/pengetabuan mengenai peraturan pelaksanoan Pajak Bumi dan
Bangunan adalah variahel yang digunakan untuk mewakili dari sisi wajib
pujak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajih pajak di
Recamatan Guguk dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengolahan data hasil vang diperoleh dalam penelitian ini bahwa
wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Guguk terpolong paham dan
patuh terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan
tingkat pemahaman dan kepatuhan masig-masing 50.89% dan 64,04%,
Penelitian ini juga menunjukkan bagsimena pengarub pemahaman wajib
pajak mengenai peraturan pelaksanzan PRB terhadap kepatuhan di Kecamatan
Cuguk. Hasil analisis menyatakan Korelasi sebesar 0.277 dengan level
signifikan 0.007 menunjukkan adanva hubungan antara pemahaman wajib
pajak dengan kepatuhan wajib pajak vaitu herada pada level 0.201 - 0.400.

Hasil wji F yang dilakukan juga menunjukkan nilai vang lebih besar dari £,
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